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Abstact : 

 This study reviews the judge's decision in deciding a divorce case that experienced a 

crisis of faith in his household, and to determine the marital status if one of the spouses 

apostatized in Islamic Law. Previous studies have focused more on the articles of the 

compilation of Islamic law and the religious status of children after divorce, but have not 

examined in depth related to how judges consider decisions due to apostasy and marital status 

if one of the spouses apostatized in Islamic Law. The researcher used a qualitative library 

research study approach, this study will analyze the judge's decision, legal norms, legislation, 

and the compilation of Islamic law article 116 letter (h), regarding divorce caused by the 

apostasy of one of the spouses. The results of this study indicate that the judge of the Metro 

Religious Court granted the plaintiff's lawsuit and invalidated the marriage between the 

plaintiff and the defendant because according to the judge of the Metro Religious Court, 

maintaining the marriage between the plaintiff and the defendant would cause more harm 

between the defendants. In Islamic law, conversion (apostasy) is an event that has a direct 

impact on the validity of a marriage. According to the majority of Islamic scholars (Shafi'i 

jurisprudence) and the provisions of the Compilation of Islamic Law, apostasy by one of the 

partners invalidates the marriage contract due to the loss of the valid requirement of shared 

religion. This research is important because it can provide the public with knowledge regarding 

the marital status of one partner apostasy. 
 

Keywords: Crisis of faith, Divorce suit, Judge's decision 

 

Abstrak : 

  Penelitian ini meninjau atas putusan hakim dalam memutuskan perkara cerai 

gugat yang mengalami krisis keimanan dalam rumah tangganya, serta untuk 

mengetahui bagaimana status perkawinan jika salah satu pasangan murtad dalam 
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Hukum Islam. Kajian terdahulu lebih menyoroti tentang pasal-pasal kompilasi hukum 

isllam dan status agama anak pasca perceraian, tetapi belum mengkaji secara 

mendalam terkait dengan cara hakim dalam mempertimbangkan putusan akibat 

murtad serta status perkawinan jika salah satu pasangan murtad dalam Hukum Islam. 

Peneliti menggunakan metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif studi library 

research, penelitian ini akan menganalisis putusan hakim, norma-norma hukum, 

peraturan perundang-undangan, serta kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (h), 

tentang perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Metro mengabulkan 

gugatan penggugat dan memfasakhkan perkawinan antara penggugat dan tergugat 

karena menurut hakim Pengadilan Agama Metro mempertahankan pernikahan antara 

penggugat dan tergugat akan menimbulkan lebih banyak kemudharadan antara 

tergugat. Dalam hukum islam perpindahan agama (murtad) merupakan peristiwa 

yang berdampak langsung pada keabsahan perkawinan. Dalam pandangan mayoritas 

ulama (fiqih syafi’iyah) dan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, murtad oleh salah 

satu pasangan menyebabkan batalnya akad nikah karena hilangnya syarat sah berupa 

kesamaan agama. Penelitian ini penting karena dapat memberikan pengetahuan 

kepada masyarakat terkait status perkawinan apabila salah satu pasangan murtad. 

 

kata kunci : krisis keimanan, cerai gugat, putusan hakim 

 

Pendahuluan 

Perceraian merupakan putusnya ikatan hubungan suami-istri, dalam arti 

putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan 

bersama dalam suatu rumah tangga. Percera i an dalam  hu ku m per kawin an di 

Indonesia, sebaga im ana y ang telah diatur dalam  pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahu n 

1974 tent ang perni kah an, “percera ian hanya dapat dilakukan di depan pengadil an 

setelah pengadilan tersebut berusaha  dan tidak berhasil mendamaikan para  pihak”, 

kemudian di pertegas lagi dalam  pasal 115 Kompilasi Huku m Islam  (HKI ) yang 

berbunyi “percera i an h anya dapat dilaku k an di depan persidanga n pengadil an 

agama, setelah penga dilan agama tersebut berusaha  d an tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah piha k”. Dari  penjelasan tersebut artinya percera ian h anya bisa dilakukan 

di pengadilan agama (khusus untuk y ang berag ma islam ) dan di pengadil an negeri  

(khusus untuk aga ma non-islam). Percera ian dapat terjadi dalam  bentuk cerai talak, 

ketika suami menjatuhk an talak pada istri  di depan majelis haki m sesui ketentuan 

hukum islam , atau cerai gugat dimana istri  menga jukan guga tan kepada suaminya di 

penga dilan.(Roji 2023) 

Cera i guga t merupak an percera ian yang dilakuk an oleh istri  di Pengadil an 

Agama atas dasar inisiatifnya sendiri , putusan penga dilan  aga ma di angga p sah dan 
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mempunyai konsekuensi hukum sejak jatuhnya putusan tersebut. Permohonan cerai 

guga t diajukan ketika tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam  rumah 

t angga nya, serta terdapat alasan huku m tertentu salah satunya adalah murtad. 

Murtad merupakan seorang yang keluar dari agama islam atau pindah pada agama 

lain. Kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hal khusus, akan tetapi jika salah 

satu pasangan suami atau istri pindah agama, maka status perkawinan tidak langsung 

putus, melainkan harus menempuh proses persidangan di pengadilan agama.(Aziza, 

Hanifah, and Darnia 2024) 

Berdasarkan keterangan hakim Pengadilan Agama Metro (Nur Said, Oktober 

2025), bahwa selama 3 tahun kebelakang (2023,2024,2025) tercatat ada tiga kasus 

perceraian yang terjadi karena murtadnya salah satu pasangan suami-istri. Salah 

satunya yaitu perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt, perkara ini dilandasi oleh isu 

sensitif yaitu murtadnya salah satu pihak dalam perkawinan. Perkara ini diajukan oleh 

seorang istri yang tidak hanya mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 

namun juga dihadapkan pada situasi krisis keimanan dalam rumah tangganya, 

dimana suami melarang istri serta kedua anaknya untuk melakukan ibadah seperti 

solat dan puasa wajib. Oleh karena itu istri mengajukan gugatan kepada suaminya di 

Pengadilan Agama Metro dengan nomor register 177/Pdt.G/2024/PA.Mt, perkara ini 

sangat sensitif untuk masyarakat karena berkaitan dengan agama yang seharusnya 

tidak disepelekan oleh para penganutnya. Pada perkara tersebut, terdapat suatu alasan 

yang langka dimana seorang suami telah melakukan murtad atau pindah agama islam 

menjadi kristen. selanjutnya istri dan kedua anaknya mengalami krisis keimanan pada 

rumah tangganya. Selain itu, istri sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT) Ketika istri berusaha melawan untuk menjalankan ibadah sebagai seorang 

muslim.  

Az-zuhalaly berpendapat jika salah satu antara suami – istri melakukan 

kemurtadan, dalam islam maka perpisahannya bukan melalui talak, menurut 

pendapat Abu Hanifa, Abu Yusuf, dan malik tidak perlu ada keputusan dari qodhi 

(hakim), tetapi perkawiann antara suami – istri dibatalkan dengan terjadinya 

kemurtadan, (Az-zuhalli, Permadi, & Al-kattani 2011). Kompilasi Hukum Islam pasal 

116 huruf (h) disebutkan bahwa berpindah agama atau murtad yang menyebabkan 

terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang sah 

untuk mengajukan perceraian. Memutuskan suatu kasus khususnya perkara perdata 

hakim menggunakan eksistensi positif wettelijk bewijstheorie merupakan teori 

pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti 

menurut undang – undang, jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu 

perbuatan berdasarkan alat bukti, maka dapat menjatuhkan putusan hakim 

berdasarkan keyakinan hakim (Putu Riyani kartika Sari & Luh Putu Geney Sri Kusuma 



 
 

4 

 

Dewi 2020). Pertimbangan hukum dalam keputusan hakim secara teoretis 

mengandung prinsip kebenaran dan keadilan yang dapat digunakan sebagai referensi 

saat hakim membuat keputusan yang sama tentang kasus yang sama.(Teori et al. 

2012). 

Adapun sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema artikel ini. salah 

satunya artikel yang ditulis oleh Ahda Bina Afianto mengenai “Status Perkawinan 

ketika Suami Atau Istri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Bahwa keputusan 

hukum sangat ambigu. Pertama, ada dua pasal yang memberikan dua keputusan yang 

berbeda pada isu yang sama. Kedua, kompilasi hukum islam tidak menyebut Murtad 

sebagai salah satu dari penyebab pembatalan pernikahan pada pasal 70 tapi pada pasal 

75 menyebutkan Murtad penyebab pembatalan pernikahan. (Afianto n.d.). penelitian 

lainnya dilakukan oleh Muhamad Hasymi Hadromi terkait “analisis putusan Hakim 

Perceraian Akibat Murtad di pengadilan Agama Bogor Putusan Nomor 

1151/Pdt.G/PA.Bgr” bahwa dalam putusan perkara ini, majelis hakim menolak 

gugatan permohonan yang mengajukan talak ba’in sugra terhadap termohon. (Studi et 

al.2024), selanjutnya penelitian oleh Noerrachman Atjo, Said Syarifuddin Abu Baedah, 

ANdi Darmawangsa, Syarifa Behana, Akhmad Syahid terkait “Status Agama anak 

Akibat Ayah atau Ibu yang Murtad dalam Hukum Islam (analisis Pasal 26KHI 

Perpektif maqosidu As Syariah) bahwa murtadnya salah satu orang tua berdampak 

langsung pada hak asuh anak menurut Pasal 26 KHI. Jika Ibu murtad, hak asuh atas 

anak yang belum mumayyiz gugur dan dialihkan kepada ayah atau wali Muslim. Hal 

ini bertujuan menjaga akidah anak sesuai prinsip al-dīn dalam maqāṣid asy-syarī‘ah.  

Meskipun hasil penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang sangat 

penting, namum hasil penelitianya masih berfokus pada pasal-pasal kompilasi hukum 

isllam dan status agama anak pasca perceraian. Belum mengkaji secara mendalam 

terkait dengan cara hakim dalam mempertimbangkan putusan akibat murtad. 

Permasalahan ini juga mencakup bagaimana status perkawinan jika salah satu 

pasangan murtad dalam hukum islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

melengkapi kekurangan dari penelitian, untuk mngetahui bagaimana hakim 

memutuskan perkara yang diajukan karena murtadnya seorang suami serta 

bagaimana status perkawinan jika salah satu pasangan murtad dalam hukum islam.  

Metodologi   

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif studi 

library research, penelitian ini akan menganalisis putusan hakim, norma-norma hukum, 

peraturan perundang-undangan, serta kompilasi hukum islam pasal 116 huruf (h), 

tentang perceraian yang disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan. Sehingga 

dapat memahami ketentuan ketentuan hukum yang mengatur perceraian yang 
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disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan. Pendekatan kasus juga dilakukan 

untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perceraian 

tersebut.  

Penelitian ini merupakan studi pustaka yang menggunakan data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Metro 

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt, untuk melihat konsistensi, perbedaan orientasi hukum, 

serta pertimbangan majelis hakim terhadap cerai gugat. Adapun wawancara dengan 

hakim Pengadilan Agama Metro sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis 

terhadap pertimbangan dalam putusan tersebut. Sementara itu, data sekunder 

bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal ilmiah 

yang relevan. Seluruh data dianalisis secara deskriptif dengan menafsirkan hasil 

temuan, guna memahami pertimbangan hakim dalam memutuskan cerai gugat akibat 

murtad di Pengadilan Agama Metro. 

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, analisis 

putusan nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt untuk memulai bagaimana hakim menerapkan 

ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h).  membandingkan hasil analisis 

dengan teori dan literatur yang ada untuk menarik kesimpulan. melalui penelitian ini 

diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi para hakim dalam 

mempertimbangkan perkara perceraian akibat murtad agar putusan yang dijatuhkan 

tidak hanya sesuai dengan ketentuan kompilasi hukum islam, tetapi juga untuk 

keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan bagi pihak yang berperkara.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Metro Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt Terhadap 

Putusan Cerai Gugat Akibat Murtad 

Perkara Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt dimulai dari gugatan yang diajukan 

oleh istri pada tanggal 07 mei 2024 terkait dengan gugatan perceraian. Penggugat 

merupakan istri sah dari penggugat yang pernikahannya dilangsungkan pada hari 

Senin, tanggal 13 September 2003, sebagaimana tercantum dalam duplikat kutipan 

Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

(KUA) Metro Barat. Pada tahap awal, hubungan rumah tangga antara penggugat dan 

tergugat terjalin secara rukun serta harmonis. Namun, sejak bulan April 2004, mulai 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga 

menyebabkan hubungan antara keduanya menjadi tidak harmonis. Sebelum menikah 

tergugat beragama Kristen, kemudian pada saat pernikahan berlangsung tergugat 

berpindah ke agama Islam. Setelah 5 (lima) tahun usia pernikahan tergugat Kembali 
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memeluk agama Kristen (murtad) sampai dengan sekarang, sehingga penggugat dan 

anak-anaknya mengalami kesulitan untuk menjalankan ibadah sholat dan puasa 

Ramadhan karena takut dengan tergugat. Selain itu tergugat tidak memberikan nafkah 

lahir kepada penggugat dan kedua anaknya selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, 

Ketika tergugat marah kepada penggugat, penggugat sering melakukan kekerasan 

fisik kepada penggugat (KDRT). Puncak konflik antara penggugat dan tergugat terjadi 

pada bulan Maret 2024, yang berawal ketika tergugat menantang penggugat untuk 

mengajukan gugatan cerai terhadap dirinya. Tantangan tersebut kemudian ditanggapi 

serius oleh penggugt, namun hal tersebut justru menimbulkan kemarahan daripihak 

tergugat. Dalam keadaan emosi, tergugat mengusir penggugat beserta anak-anaknya 

dari rumah kediaman mereka. Sejak saat itu, penggugat dan tergugat telah hidup 

terpisah selama kurang lebih dua tahun, sehingga penggugat menilai bahwa antara 

keduanya sudah tidak terdapat lagi kesesuaian dan keharmonisan dalam hubungan 

rumah tangga. 

 Perkara ini diproses sesuai dengan prosedur formal, dimulai dari pendaftaran 

perkara, pembayaran panjar biaya, penunjukan majelis hakim, hingga pemanggilan 

para pihak untuk menghadiri sidang. pada hari sidang yang telah ditetapkan 

penggugat dan tergugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, hakim telah 

memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh Upaya mediasi, namun 

sesuai laporan mediator ibu Siti Zulaikha tanggal 21 mei 2024, dinyatakan mediasi 

tidak berhasil. Selanjutnya sidang di lanjutkan sesuai dengan prosedur persidangan 

hingga pembacaan putusan, dimana majelis hakim akhirnya mengabulkan gugatan 

penggugat dengan memfasakhkan perkawinan antara penggugat dan tergugat 

dikarenakan tergugat murtad. 

Bukti utama yang menjadi pertimbangan hakim antara lain fotokopi kartu 

Tanda Penduduk, fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sudah dikeluarkan dan 

ditandatangani oleh Kepala KUA Metro Barat, fotokopi surat tanda penerimaan 

laporan atau pengaduan atas nama penggugat yang diterima oleh Polres Metro, 

fotokopi surat Visum Et Repertum atas nama penggugat yang dikeluarkan oleh salah 

satu RSU yang ada di Metro, fotokopi surat undangan wawancara klarifikasi perkara 

atas nama tergugat yang dikeluarkan oleh kasat Reskrim Kepolisian Resor Metro. Alat 

bukti surat ini sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg,Jo.1866 KUHP perdata dan pasal 

164 HIR setelah diperiksa oleh majelis hakim. Selain alat bukti surat, pengakuan 

tergugat yang diberikan saat jawaban secara lisan dalam persidangan bawa benar 

setelah lima tahun pernikahan tergugat Kembali beragama Kristen sampai saat ini. 

Kemudian keterangan saksi memenuhi syarat hukum yang menjadi dasar penting 

karena dapat memperkuat fakta tergugat telah keluar dari agama Islam (murtad) dan 

melakukan KDRT terhadap penggugat, Keterangan saksi dalam perkara ini telah 
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memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan dan 

penambahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ketentuan tersebut juga sejalan 

dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 

Kompilasi Hukum Islam. Hakim menegaskan bahwa perkara ini merupakan akibat 

dari perkawinan yang sah secara agama tetapi tergugat melakukan tindak Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga dan keluar dari agama Islam (murtad) yang mengakibatkan 

krisis keimanan dalam rumah tangga sehinga penggugat mengajukan gugatan 

perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, prinsip tersebut tidak tercapai 

dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Oleh karena itu, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut justru 

berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang 

diperoleh apabila hubungan perkawinan tersebut dipertahankan. (sesuai dengan isi 

putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt) 

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h), perceraian dengan alasan murtad 

hanya dapat diterima jika kemurtadanya menyebabkan ketidakharmonisan dalam 

rumah tangga. Hal tersebut yang membedakan antara batalnya suatu perkawinan 

(fasakh) akibat murtad menurut hukum islam dengan perceraian yang terjadi karena 

alasan murtad menurut peraturan perundang-undangan. Pengadilan tidak dapat 

memutusakan perkawinan hanya karena salah satu pasangan murtad (pindah agama) 

jika tidak menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga, namun secara hukum 

islam murtadnya salah satu pasangan suami atau istri dapat menjadikan status 

perkawinanya fasakh (batal). Hakim hanya mempunyai wewenang untuk mengadili 

yang berhubungan dengan isi gugatan sehingga diluar dari isi gugatan hakim tidak 

berwenang untuk mengadili dan memutuskannya, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) mengenai murtad 

yang menjadi alasan perceraian dipengadilan merupakan peralihan agama atau 

murtad yang menjadi penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Fadhilah 2020)  

Selain itu, hakim dalam melakukan pertimbangan menggunakan dalil Syar’i 

dan kibat Fiqhus Sunnah juz II halaman 389 yang artinya: 

“Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu 

sama lain, karena sesungguhnya Riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan 

putusnya perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh”. 
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Dalam kitab tersebut menjelaskan bahwa ketika ada suami atau istri yang 

murtad maka hubungan suami istri terputus karena murtadnya pasangan baik yang 

melakukan hal tersebut pihak suami atau istri. Selanjutnya kedua pasangan 

diwajibkan untuk berpisah, pernikahan tersebut di anggap rusak. Jika salah satu 

pasangan bertaubat atau kembali memeluk agama islam maka wajib melakukan akat 

dan mahar baru untuk menjalani hubungan pernikahan.(الفكر دار (ط) سابق السيد - السنة فقه.pdf 

n.d.)  

Hakim juga menambahkan keterangan dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II 

halaman 314 penerbit Darul Kital Al Arabi yang diambil alih sebagai pendapat majelis 

hakim berbunyi: 

“Jika seorang suami atau istri telah keluar dari agama Islam dan tidak Kembali lagi, 

perkawinanya fasakh karena sebab murtad tersebut”. 

Pertimbangan hakim juga melihat bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana 

yang tertera pada Q.S. Ar-Ruum ayat 21: 

زْوَاجًا 
َ
مْ ا

ُ
نْفُسِك

َ
نْ ا مْ مِِّ

ُ
ك
َ
قَ ل

َ
نْ خَل

َ
ٖٓ ا يٰتِه 

ٰ
يٰتٍ وَمِنْ ا

ٰ
ا
َ
رَحْمَةًًۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ ل ةً وَّ وَدَّ مْ مَّ

ُ
 بَيْنَك

َ
يْهَا وَجَعَل

َ
نُوْٖٓا اِل

ُ
تَسْك

ِّ
لِ

رُوْنَ 
َّ
تَفَك قَوْمٍ يَّ

ِّ
 ۝٢١ لِ

Yang artinya: 

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan 

untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di 

antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”. 

Dalam surah tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia 

berpasangan untuk membentuk keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang 

(Sakinah,mawaddah,warahmah), merupakan tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang 

berfikir. Surah ar-rum ayat 21 menjadi dasar bahwa pernikahan merupakan sebuah 

ibadah dan anugrah Dimana pasangan manusia diciptakan untuk saling melengkapi 

dan merasakan ketenangan serta kasih sayang yang utuh. 

Bahwa pada prinsipnya, suatu ikatan perkawinan dimaksudkan untuk 

mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun, 

dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga antara penggugat dan tergugat, 

Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan perkawinan tersebut sudah tidak lagi 

memberikan kemaslahatan sebagaimana tujuan perkawinan pada umumnya. 

Sebaliknya, keadaan tersebut justru menimbulkan penderitaan lahir maupun batin 
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bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai bahwa perceraian 

merupakan langkah yang paling tepat sebagai upaya untuk mengakhiri 

ketidakharmonisan dan kekacauan dalam rumah tangga tersebut. Dalil-dalil gugatan 

penggugat dipandang memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana pasal 116 

huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal 

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan 

prinsip-prinsip hukum syar‘i yang berkaitan dengan perkara perceraian akibat 

kemurtadan, Majelis Hakim menjadikan dasar hukum tersebut sebagai landasan 

dalam memberikan pertimbangan dan penetapan putusan, Hakim Pengadilan Agama 

metro memutuskan mengabulkan gugatan penggugat dan memfasakh perkawinan 

antara penggugat dan tergugat. (berdasarkan putusan Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Mt) 

Fasakh secara bahasa merupakan pembatalan, pemisahan, penghilangan, 

pemutusan, atau penghapusan. Secara istilah fasakh merupakan pembatalan 

perkawinan karena alasan yang tidak memungkinkan perkawinan tersebut di 

teruskan, penyakit, atau cacat yang terjadi setelah akad menimbulkan tujuan 

perkawinan tidak tercapai (Lhokseumawe 2025). Fasakh diputuskan oleh majelis 

hakim pengadilan berdasarkan pengajuan dari suami, istri, atau pihak yang 

berwenang sudah baliqh,mukallaf,dan berakal sehat, namun syarat fasakh merupakan 

perkara yang membutuhkan pertimbangan hakim. Majelis hakim memfasakhkan 

perkawinan tersebut karena kemurtadan seseorang dalam hubungan perkawinan 

menjadikan perkawinan tersebut rusak dan batal akadnya (Wahbah 1989). 

Status Perkawinan Apabila Salah Satu Pihak Murtad Dalam Hukum Islam 

Menurut Al-Ragib Al-Asfahani “riddah” yang berarti “murtad” atau “Kembali” 

ke jalan asal. Dalam Bahasa arab orang yang meninggalkan agama islam disebut 

murtad. Menurut Sayyid sabiq riddah merupakan kembalinya orang islam berakal dan 

dewasa dalam kekafiran dengan kemaunya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. 

Pindahnya seorang muslim ke agama lain berarti berpindah dari agama yang benar 

menuju kesesatan atau kafir (Syamsuddin 2021). Dalam suatu perkawinan yang terjadi 

antara pasangan suami istri yang murtad sebelum akad maka dianggap fasakh atau 

putus, sedangkan jika murtadnya salah satu pasangan terjadi setelah akad, 

perkawinan dianggap batal setelah masa iddah. Hal ini menunjukkan betapa 

kompleksnya hukum murtad dalam konteks hukum islam tentang perceraian.(Saputra 

et al. 2024) Pada surat aAl-Baqarah ayat 222 menjadi dasar bahwa seorang muslim 

tidak boleh menikah deengan orang kafir: 

ؤْمِنةَ ا وَلَمََة ا يؤُْمِن  ا حَتّٰى الْمُشْرِكٰتاِ تنَْكِحُوا وَلاَ ناْ خَيْر ا مُّ شْرِكَة ا م ِ لوَاْ مُّ  يؤُْمِنوُْا ا حَتّٰى الْمُشْرِكِيْناَ تنُْكِحُوا وَلاَ اعَْجَبتَكُْمْ ا و 

ؤْمِن ا وَلَعَبْد ا ناْ خَيْر ا مُّ شْرِك ا مِ  لوَاْ مُّ ىِٕكاَ اعَْجَبَكُمْ ا و 
ٰۤ
ُا الن ارِ ا اِلَى يَدْعُوْناَ اوُلٰ ا وَاللّّٰ  اٰيٰتهِ ا وَيبُيَ نِاُ بِاِذْنهِ  ا وَالْمَغْفِرَةاِ الْجَن ةاِ اِلىَ يَدْعُوْْٓ

يَتذَكَ رُوْناَ لَعلَ هُماْ لِلن اسِا ࣖ ۝٢٢١  
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Yang artinya: 

“janganlah kamu menikahi Perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, 

hamba sehaya Perempuan yang beriman lebih baik daripada Perempuan musyrik, 

meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan 

Perempuan beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sehaya laki-laki beriman 

lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 

neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) 

menerangkan ayat-ayatnya agar mereka mengambil pelajaran” (Q.S Al-Baqarah:2 ayat 

222). 

Ayat tersebut menjelaskan mengenai laki-laki muslim tidak diperbolehkan 

untuk menikahi atau menjankan ikatan perkawinan dengan perempuan musyrik 

(pemnyembah berhala) sebelum mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Nabi 

Muhammad. Sungguh, hamba sehaya yang berstatus sosial rendah menurut 

pandangan masyarakat lebih baik daripada perempuan musryik meskipun dia 

menarik hatimu karena kecantikan, nasab, kekayaan dan sebagainya. Para wali 

janganlah kamu menikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik yang 

belum benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulullah, sungguh hamba sahaya 

laki-laki beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu 

karena kegagahan, kedudukan dan kekayaannya. Ketahuilah mereka akan selalu 

berusaha mengajak kedalam kemusyrikan yang menjerumuskanmu ke neraka, 

sedangkan Allah mengajak dengan memberi bimbingan dan tuntunan menuju jalan ke 

surga dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayatnya merupakan tanda-tanda 

kekuasaan berupa aturan-aturan kepada manusia agar mereka mengambil Pelajaran 

sehingga mampu membedakan mana yang baik membawa kemslahatan dan mana 

yang buruk menimbulkan kemudaratan. Pernikahan yang dilandasi keimanan, 

ketakwaan, dan kasih saying akan mewujudkan keharmonisan. 

Kemurtadan seseorang dianggap menghilangkan kejelasan keislaman yang 

menjadi syarat perkawinan, karena murtadnya salah satu pasangan akad perkawinan 

akan terputus secara otomatis. Sedangkan dalam hukum perkawinan, pasangan suami 

istri tetap sah sampai ada putusan pengadilan. Kemurtadan merupakan salah satu 

alasan perceraian atau fasakh dalam pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang 

menjelaskan bahwa peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

keditakrukunan dalam rumah tangga.(Perundang-undangan et al. n.d.) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) tentang perkawinan, disebutkan bahwa 

perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah pengadilan 

berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39 ayat (2) 

menjelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara 
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suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur mengenai syarat sah nya 

perkawinan. Bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan 

atau agama yang dianut oleh pasangan tersebut. 

  Perspektif fiqih syafi’iyah perbuatan murtad dibagi menjadi dua yaitu murtad 

yang terjadi sebelum dan sesudah dukhul (berhubungan badan). Murtad yang terjadi 

pada salah satu pasangan sebelum melakukan hubungan suami istri maka perkawinan 

tersebut langsung terputus, sedangkan jika perbuatan murtad dilakukan setelah 

melakukan hubungan suami istri, perkawinan ditunda hingga masa iddah berakhir. 

Jika pasangan suami atau istri yang melakukan perbuatan murtad kembali memeluk 

agama Islam sebelum masa iddah berakhir maka status perkawinanya tetap utuh, 

namun jika pihak yang murtad belum juga kembali memeluk agama Islam sampai 

masa iddah berakhir maka status perkawinan putus, putusnya tersebut di hitung sejak 

murtadnya salah satu pasangan suami atau istri. Pernikahan tersebut dianggap batal 

sesuai dengan bukti atau hakim yang menentukan menggunakan ilmu hakim didalam 

pernikahan tersebut, atau dengan ikrartinya suami istri yang menyebabkan sahnya 

pernikahan tersebut. Jika salah satu pasangan suami istri melakukan perbuatan pidah 

agama (murtad), hal tersebut menyebabkan pernikahanya tidak sah. Suami atau istri 

harus berpisah dan melaporkanya di Pengadilan Agama agar dapat ditentukan secara 

hukum.(Al-Bantani 2013)  

Kesimpulan   

  Sesuai dengan pasal 116 KHI huruf (h) tentang alasan perceraian, yang 

disebabkan oleh peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam memutuskan cerai gugat akibat 

murtadnya salah satu pihak serta status perkawinan suami atau istri melakukan 

perbuatan murtad. Selain itu antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran 

yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, sehingga tergugat sering melakukan 

KDRT terhadap penggugat. Menimbang bahwa tujuan perkawinan pada hakikatnya 

adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan 

tetapi, kondisi tersebut tidak terwujud dalam hubungan rumah tangga antara 

penggugat dan tergugat. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan tersebut justru akan 

menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, 

Pengadilan Agama Metro memutuskan untuk memfasakhkan perkawinan antara 

penggugat dan tergugat, dengan pertimbangan bahwa tergugat telah melakukan 

perbuatan murtad yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan menurut hukum 

Islam.  
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 Status perkawinan dalam hukum islam menurut mazhab syafi’iyah perbuatan 

murtad dibagi menjadi dua yaitu murtad yang terjadi sebelum dan sesudah dukhul 

(berhubungan badan). Murtad yang terjadi pada salah satu pasangan sebelum 

melakukan hubungan suami istri maka perkawinan tersebut langsung terputus, 

sedangkan jika perbuatan murtad dilakukan setelah melakukan hubungan suami istri, 

perkawinan ditunda hingga masa iddah berakhir. Jika pasangan suami atau istri yang 

melakukan perbuatan murtad kembali memeluk agama Islam sebelum masa iddah 

berakhir maka status perkawinanya tetap utuh, namun jika pihak yang murtad belum 

juga kembali memeluk agama Islam sampai masa iddah berakhir maka status 

perkawinan putus, putusnya tersebut di hitung sejak murtadnya salah satu pasangan 

suami atau istri. Pernikahan tersebut dianggap batal sesuai dengan bukti atau hakim 

yang menentukan menggunakan ilmu hakim didalam pernikahan tersebut, atau 

dengan ikrartinya suami istri yang menyebabkan sahnya pernikahan tersebut. Jika 

salah satu pasangan suami istri melakukan perbuatan pidah agama (murtad), hal 

tersebut menyebabkan pernikahanya tidak sah. Suami atau istri harus berpisah dan 

melaporkanya di Pengadilan Agama agar dapat ditentukan secara hukum 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan penelitian dalam 

implikasi empisi berdasarkan fakta dan normatif, untuk meningkatkan relevensi 

akademik. Guna memperkuat kontribusi akademik agar relevan bagi praktisi hukum.  
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